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efektivitas dan kualitas kinerja pemerintahan desa,
terutama di Desa Warugede, Kabupaten Cirebon.
Dengan adanya Perubahan ketentuan masa jabatan
kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, menimbulkan berbagai
implikasi terhadap dinamika pemerintahan desa,
khususnya dalam hal kinerja penyelenggaraan
pemerintahan desa, akuntabilitas, partisipasi
masyarakat, dan kesinambungan pembangunan.

a. Bagaimana Sistem pelaksanaan masa jabatan
kepala desa di Desa Warugede, Kabupaten Cirebon
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
20247

Gambar 5.1 Formulir Pengajuan Judul Skripsi
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 453 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI ClREBON

Menimbang :a  Bahwa untuk kel an penuli skripsi h Fakultas Syariah perlu
ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
b. Mereka yang namanya disebut dalam surat k ini dipand pu dan
memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan pcnuhsan Skripsi mahasiswa Fakultas
Syariah
Mengingat a.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
b.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

c.  Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN);
d. Keputusan Menteri Agama RI No. 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universites
Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
f.  Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN
HUKUM TATANEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON.
KESATU :  Mengangkat Saudara :

1. Dr. Mohamad Rana M.H.I Sebagai Dosen Pembimbing I
2. Dr. Rabith Madah Khulail Harsya SHL,MHL, SH, MH Sebagai Dosen
Pembimbing 11

Dalam penulisan skripsi saudara : Reza Maulana Ibrahim NIM: 2283130090
Jurusan/Prodi: Hukum Tatanegara Islam, dengan Judul: ANALISIS DAMPAK MASA
JABATAN KEPALA DESA 8 TAHUN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN
DESA DI WARUGEDE KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF UU NO 3 TAHUN
2024. Bimbingan dilaksanak | 6 ( Enam ) bulan mulai tanggal 24 November
2025 s/d 24 Mei 2026.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan d k segala sesuatu akan
diubah dan diperbaiki sebagalmana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 24 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,

L

H. EDY SETYAWAN LC. MA
NIP. 19770405 200501 1003
Tembusan :
1. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam;
2. Pembimbing I dan IT;
3. Mahasiswa;
4. Arsip

Gambar 5.2 Surat Keputusan Dekan Mengenai Pembimbing Skripsi
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Website: web.sxckhnuriali.ac.id/fa_sxa

: B-2585/Un.30/].11.3/PP.00.9/11/2025 Cirebon, 24 November 2025
: Biasa

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : JI. Perjuangan By Pass Suyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926
Cirebon 45132

. Pengantar Penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Warugede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon
di

Cirebon

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon,
menerangkan bahwa :

Nama : Reza Maulana Ibrahim

NIM : 2283130090

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01 November 2025

Semester : VII( Tujuh)

Wilayah Kajian : Dinamika Politik Pemerintahan Pusat dan Daerah

Jurusan : Hukum Tatanegara Islam

Alamat : Blok Tempuran RT 24 Rw 06 Desa Warugede Kecamatan
Depok Kabupaten Cirebon

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul : ANALISIS DAMPAK MASA JABATAN KEPALA
DESA 8 TAHUN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI
WARUGEDE KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF UU NO 3 TAHUN 2024.
Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk berkenan
memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan.
Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 ( Enam bulan ) bulan terhitung mulai
tanggal 24 November 2025 s/d 21 April 2026.
Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

o Wawancara
Observasi
Angket
Data
Dokumentasi
Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

0000

a.n. Dekan.
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam

.

Dr. Mohamad Rana M.H.I
NIP. 198509202015031003

Gambar 5.4 Surat Pengantar Penelitian
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN DEPOK

KANTOR KUWU
ESA WARUGEDE

,  Sajem No 01 Desa Warugede - Depok - Clrabon

Gambar 5.5 Dokumentasi dengan Sekretaris dan Kepala Desa Warugede
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Gambar 5.6 Dokumentasi dengan Ibu Kepala Urusan Keuangan Desa

Warugede
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Gambar 5.7 Dokumentasi denga apak BPesa arugede



